
















































birokrasi/pemerintah	 kepada	 masyarakat.	 Pelaksanaan	 pelayanan	 publik	
dimaksudkanuntuk	 memenuhi	 kebutuhan-kebutuhan	 yang	 sesuai	 dengan	
keinginan	dan	harapan	masyarakat.	 Salah	 satu	 sumber	Pendapatan	Daerah	
berasal	 dari	 Pajak	 Kendaraan	 Bermotor	 (PKB).	 Pajak	 Kendaraan	 Bermotor	
memiliki	 peranan	 penting	 dalam	 pembangunan	 daerah,	 maka	 sudah	
sewajarnya	 jika	 setiap	 individu	pribadi	 atau	masyarakat	pemilik	 kendaraan	
bermotor	untuk	taat	dan	tepat	waktu	dalam	membayar	pajak	sesuai	dengan	
undang-undang	 guna	 memperlancar	 program	 maupun	 kegiatan-kegiatan	
yang	 telah	 direncanakan	 oleh	 pemerintah	 daerah.	 Dan	 Birokrasi	 dalam	 hal	
pelayanan	 juga	 seharusnya	 bebas	 dari	 hal	 hal	 menyimpang	 sehingga	
pelayanan	 bisa	 berjalan	 dengan	 baik.	 Metode	 penelitian	 adalah	 deduktif	
kualitatif.	Responden	adalah	kepala	UPT	Pendapatan	Maros	dan	masyarakat	
wajib	 pajak.	 Hasil	 penelitian	 menjelaskan	 bahwa	 beberapa	 faktor	 yang	
menyebabkan	 kurang	maksimalnya	 penerimaan	 pajak	 kendaraan	 bermotor	
apparat	 yang	 dinilah	 masih	 kurang	 disiplin.	 Beberapa	 faktor	 yang	
mengakibatkan	 adalah	 pegawai	 sering	 datang	 terlambat,	 maraknya	
percaloan,	serta	reward	dan	punishment	yang	tidak	berjalan	dengan	baik.	
	
Abstrak:	 Public	 service	 is	 a	 form	 of	 service	 provided	 by	 the	
bureaucracy/government	 to	 the	 community.	 The	 implementation	 of	 public	
services	 is	 intended	 to	 meet	 the	 needs	 in	 accordance	 with	 the	 wishes	 and	
expectations	of	 the	community.	One	of	 the	 sources	of	 regional	 income	comes	
from	the	Motor	Vehicle	Tax	(PKB).	Motor	Vehicle	Taxes	have	an	important	role	
in	 regional	 development,	 so	 it	 is	 only	 natural	 that	 every	 individual	 or	
community	 owner	 of	motorized	 vehicles	 is	 obedient	 and	 punctual	 in	 paying	
taxes	in	accordance	with	the	law	in	order	to	facilitate	programs	and	activities	
that	have	been	planned	by	the	regional	government.	And	the	bureaucracy	 in	
terms	of	 service	 should	also	be	 free	 from	deviant	 things	 so	 that	 services	 can	
run	well.	 The	 research	method	 is	 qualitative	 deductive.	 Respondents	 are	 the	
head	of	 the	Maros	Revenue	Unit	and	 the	 taxpayer	community.	The	results	of	
the	study	explain	that	several	 factors	that	cause	the	 less	than	optimal	motor	
vehicle	 tax	revenue	 for	 the	apparatus	 that	are	considered	are	still	 lacking	 in	











Indonesia	 adalah	 negara	 yang	 memiliki	 kompleksitas	 wilayah	 dan	 masyarakat	 yang	
cukup	 signifikan	 terutama	 dari	 struktur	 budaya	 serta	 lingkungan	 alam	 sekitarnya.	
Pemerintah	 selaku	 pelayan	 publik	 harus	 terus	 berintegrasi	 dan	 beradaptasi	 dengan	
perkembangan	 sosial	 saat	 ini	 terutama	 dalam	 menghadapi	 era	 revolusi	 4.0	 saat	 ini	
yang	mengedepankan	 faktor	 jaringan	 telekomunikasi	 dan	 informasi	melalui	 jaringan	
internet	(Risnawan,	2017).	
Hampir	 semua	 lapisan	 sosial	 mengenal	 istilah	 ini	 terutama	 dikalangan	 masyarakat	
terdidik.	Dalam	pemikiran	kita,	gambaran	birokrasi	itu	menyangkut	suatu	sistem	yang	
mengandung	 mekanisme,	 prosedur	 berkaitan	 dengan	 urusan-urusan	 yang	 harus	
diselesaikan	 pada	 atau	 dengan	 suatu	 kantor.	 Dalam	 penyelesaian	 urusan	 tersebut,	
banyak	sekali	liku-liku	yang	mesti	dilalui,	berbagai	perangkat	administrasi	yang	harus	
diisi	 (formulir,	 proses	 pembayaran	 pajak)	 melalui	 banyak	 meja	 atau	 kantor,	 dan	
penyelesaiannya	 memakan	 waktu	 lama	 untuk	 menunggu	 dan	 kemudian	 seringkali	




mulai	 lahir	 sampai	 mati.	 Hal	 ini	 berlaku	 secara	 universal	 yang	 bertujuan	 untuk	
memberikan	 standarnisasi	 terhadap	 pelayanan	 publik	 bagi	 semua	 orang	 yang	
berkepentingan.	 Berkaitan	 dengan	 pelayanan	 publik	 dalam	 rangka	 mewujudkan	
kesejahteraan	 rakyat,	 birokrasi	 publik	 tentunya	memberikan	 kontribusi	 yang	 sangat	
besar,	 karena	 semua	 yang	 termasuk	 dalam	 lingkup	 penyelenggaraan	 negara	 tidak	
terlepas	dari	koteks	public	service	dan	public	affairs	Analisis	Perilaku	Birokrasi	Dalam	
Penyelenggaraan	Pelayanan	Publik	Di	Kelurahan	Lambara	Kecamatan	Tawaeli,	2013).		
Pelayanan	 publik	 merupakan	 layanan	 diberikan	 pemerintah	 kepada	 masyarakat.	
Pelaksanaan	pelayanan	publik	dimaksudkan	untuk	memenuhi	kebutuhan	yang	sesuai	
dengan	 keinginan	 dan	 harapan	 masyarakat.	 Karena	 pada	 hakekatnya	 pemerintah	
merupakan	abdi	masyarakat	atau	public	servant.		
Sesuai	 dengan	 (Indonesia,	 2009)	 pelayanan	 publik	 diartikan	 sebagaikegiatan	 atau	
rangkaian	kegiatan	dalam	upaya	memenuhi	kebutuhanpelayanan	yang	sesuai	dengan	
peraturan	 perundang-undangan	 bagi	 setiap	 warga	 negara	 atas	 barangdan	 jasa,	
maupun	 pelayananan	 administratif	 yang	 disediakan	 oleh	 penyelenggara	 pelayanan	
publik.	Pelayanan	publik	merupakan	upaya	pemerintah	untuk	memenuhi	kebutuhan	
masyarakat.	 Pelayanan	 diberikan	 kepada	 masyarakat	 harus	 senantiasa	 baik	 dan	
berkualitas	mendekati	harapan	masyarakat	karena	baik	buruknya	pelayanan	publik	
yang	diberikan	birokrat	kepada	masyarakatsering	dijadikan	tolak	ukur	keberhasilan	
suatu	 instansi	 pemerintah.	 	 Dengan	 demikian	 birokrasi	 merupakan	 institusi	 utama	
penyelenggara	 pelayanan	 publik	 di	 negara	 berkembang	 (Rondinelli,	 2007),	
sedangkan	Besley	dan	Ghatak	 (Alamsyah,	2011)	pelayanan	public	merupakan	suatu	
determinan	 kunci	 dari	 kualitas	 kehidupan	 di	 negara	 tersebut.	 Atas	 alasan-alasan	
tersebut	birokrasi	diakui	 secara	meluas	 sebagai	 faktor	penjelasan	penting	 terhadap	
kualitas	pelayanan	public	dan	kinerja	sektor	publik	di	negara-negara	berkembang.		
Salah	 satu	 bidang	 pelayanan	 publik	 di	 negara-negara	 berkembang	 yang	 belum	
diinvestigasi	secara	mendalam	dengan	menggunakan	model	perilaku	biokrasi	adalah	
pelayanan	 di	 bidang	 Pajak	 Kendaraan	 Bermotor	 (PKB)	 dan	 Bea	 Balik	 Nama	
Kendaraan	 Bermotor	 (BBNKB).	 Bidang	 Pajak	 Kendaraan	 Bermotor	 (PKB)	 dan	 Bea	
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Balik	 Nama	 Kendaraan	 Bermotor	 (BBNKB)	 masih	 menjadi	 andalan	 utama	 sumber	
pendapatan	dan	memberikan	kontribusi	yang	besar	terhadap	Pendapatan	Asli	Daerah	
(PAD)	 Sulawesi	 selatan	 selain	 penerimaan	 dari	 sektor	 pajak	 lainnya.	 	 Hal	 ini	
menunjukkan	 bahwa	 PKB	 dan	 BBNKB	 menjadi	 sektor	 utama	 pendapatan	 daerah	
dalam	 menunjang	 kelancaran	 pembangunan	 di	 Sulawesi	 Selatan	 jika	 penerimaan	
pajak	yang	tinggi	diikuti	oleh	kualitas	pelayanan	yang	semakin	baik.	
SAMSAT	sebagai	salah	satu	birokrasi	pemerintah	yang	memberikan	pelayanan	pajak	
kepada	 masyarakat	 juga	 tidak	 luput	 permasalahan	 penyelenggaraan	 pelayanan	
publik.	Beberapa	permasalahan	yang	sering	terjadi	di	SAMSAT	antara	lain:	Tuntutan	
masyarakat	 atas	 perbaikan	 pelayanan	 dalam	 hal	 kelengkapan	 kendaraan	 baik	 yang	
bersifat	 fisik	 maupun	 administrasi	 yang	 mudah	 dan	 cepat	 dikarenakan	 mobilitas	
masyarakat	yang	semakin	tinggi	dalam	berlalu	lintas.	
Sistem	 Administrasi	 Manunggal	 Satu	 Atap	 (SAMSAT)	 Maros	 merupakan	 salah	 satu	
instansi	 Pemerintah	 Provinsi	 Sulawesi	 Selatan	 bertugas	 memberikan	 pelayanan	
publik	 berupa	 barang	 dan	 jasa	 secara	 langsung	 kepada	 masyarakat.	 Pembentukan	
Samsat	Maros	dimaksudkan	untuk	memperlancar,	mempermudah	dan	mempercepat	
pelayanan	 pajak	 kepada	 masyarakat.	 SAMSAT	 Maros	 merupakan	 suatu	 sistem	
kerjasama	 terpadu	 antara	 POLRI,	 Dinas	 Pendapatan	 Provinsi	 dan	 PT	 Jasa	 Raharja.	
Pelayanan	di	SAMSAT	Kota	Sorong	meliputi	berbagai	macam	pelayanan/pengurusan	
pajak	 kendaraan	 bermotor.	 Jenis-jenis	 pengurusan	 pajak	 kendaraan	 bermotor	 di	
SAMSAT	 Maros	 antara	 lain	 pelayanan	 untuk	 menerbitkan	 Surat	 Tanda	 Nomor	
Kendaraan	Bermotor	(STNK),	Surat	Tanda	Coba	Kendaraan	Bermotor,	Tanda	Nomor	
Kendaraan	 Bermotor,	 Tanda	 Coba	 Kendaraan	 Bermotor	 dan	 Pemungutan	 Pajak	
Kendaraan	 Bermotor	 (PKB),	 Bea	 Balik	 Nama	 Kendaraan	 Bermotor	 (BBNKB)	 serta	
Sumbangan	Wajib	Dana	Kecelakaan	Lalu	Lintas	Jalan	(SWDKLJJ)	
Pertumbuhan	 Penduduk	 dan	 bertambahnya	 jumlah	 potensi	 peneriman	 Pajak	 di	
Kabupaten	 Maros	 seharusnya	 mendajadi	 Peluang	 bagi	 pemerintah	 untuk	
mendapatkan	 Pendapatan	 Asli	 daerah.	 Di	 buktikan	 dengan	 jumlah	 kendaraan	 yang	
terdaftar	 di	 Kabupaten	 Maros	 yang	 cukup	 besar.	 Hingga	 bulan	 September	 2020,	
jumlah	kendaraan	Roda	Empat	Sebanyak	22.662	Unit	dengan	nilai	Pajak	Sebanyak	41	
miliar	 lebih	 sedangkan	 untuk	 roda	 2	 sebanyak	 114.291	Unit	 dengan	Nilai	 pajak	 24	
Miliar	 Lebih.	 Namun	 pada	 akhir	 september	 atau	 triwulan	 ketiga	 penerimaan	 Pajak	
Kendaraan	Bermotor	di	Samsat	Maros	Masih	di	angka	65	Persen	dimana	seharusnya	
pada	triwulan	ketiga	sebnyak	75	%.	
Selain	 Keptuhan	 Masyarakat	 yang	 menjadi	 faktor	 gagalnya	 merealisasikan	
Pendapatan	 Pajak	 Kendaraan	 Bermotor	 Kinerja	 Pegawai	 juga	 dinilai	 sebagai	
Penyebabnya.	 	Pegawai	yang	 tidak	disiplin	hingga	maraknya	Pencaloan	yang	 terjadi	
menyebabkan	 hilangnya	 kepercayaan	masyarakat	 dalam	mebayar	 pajak	 ,	 ditambah	
antrian	yang	panjang	kerap	kali	di	rasakan	oleh	masyaraka.		
Berdasarkan	 masalah	 di	 atas	 kemudian	 penelitian	 ini	 tentang‘’Budaya	 Birokrasi:	
Kinerja	 Pegawai	 Samsat	 Maros	 dalam	 memberikan	 Pelayanan	 Pembayaran	 Pajak	
Kendaraan	Bermotor’	
METODE	PENELITIAN	
Pendekatan	 yang	 digunakan	 dalam	 penelitian	 ini	 adalah	 deduktif	 kualitatif.	





tetapi	 sebagai	 pengarah	dalam	menentukan	konteks	dan	 focus	penelitian	 sedangkan.	
Jenis	 penelitian	 adalah	 Studi	 Kasus	 sebab	 penelitian	 Ini	 dipilih	 karna	 peneliti	 ingin	
mengembangkan	 wawancara	 mendalam	 untuk	 menggambarkan	 Kinerja	 Pegawai	
Samsat	Maros	dalam	memberikan	Pelayanan	Pembayaran	Pajak	Kendaraan	Bermotor.	
Lokasi	 penelitian	 ini	 dilakukan	 di	 Kabupaten	 Maros	 Sulawesi	 Selatan	 bertempat	 di	
Kantor	SAMSAT	Maros,	di	mana	tempat	ini	merupakan	tempat	bagi	wajib	pajak	untuk	
membayarkan	 Pajak	 Kendaraan	 Bermotor	 (PKB).	 Penelitian	 Ini	 Berlangsung	 mulai	
Bulan	Agustus	2020	sampai	dengan	Bulan	September	2020.	
Sumber	data	dari	Penelitian	bersumber	dari	wawancara	dan	observasi	langsung.	Data	
wawancara	 diperoleh	 langsung	 dari	 informan	 dengan	memakai	 teknik	 pengumpulan	
data	 berupa	 interview.	 Informan	 adalah	 orang-orang	 yang	 betul	 paham	 dan	 terlibat	
langsung	 dengan	 permasalahan	 penelitian.	 Sedangkan	 data	 yang	 diperoleh	 dari	




membiayai	 pengeluaran	 atau	 kebutuhan	 negara	 dalam	meningkatkan	 pembangunan	
nasional.	 Menurut	 Rochmat	 Soemitro	 (Ahmad	 et	 al.,	 2020)	 pajak	 merupakan	 iuran	
rakyat	kepada	kas	Negara	berdasarkan	undang-undang	yang	dapat	dipaksakan	dengan	
tiada	 mendapat	 jasa	 timbal	 yang	 langsung	 dapat	 ditunjukkan	 dan	 digunakan	 untuk	
membayar	pengeluaran	umum.	
Pajak	 juga	 sebagai	 iuran	 pemungutan	 yang	 dapat	 dipaksakan	 oleh	 pemerintah	
berdasarkan	 ketentuan	 peraturan	 perundang-undangan	 perpajakan	 serta	 sebagai	
perwujudan	 peran	 serta	 masyarakat	 atau	 wajib	 pajak	 untuk	 secara	 langsung	 dan	
bersama-sama	 melaksanakan	 kewajiban	 perpajakan	 yang	 diperlukan	 untuk	
pembiayaan	negara	dan	pembangunan	nasional.	Tujuan	pembangunan	nasional	untuk	
mewujudkan	 masyarakat	 yang	 adil	 dan	 makmur	 melalui	 peningkatan	 taraf	 hidup	
kecerdasan	 dan	 kesejahteraan	 seluruh	 rakyat.	 Dalam	 pelaksanaan	 pembangunan	
nasional	 tersebut	 tidak	 terlepas	 oleh	 adanya	 pembangunan	 daerah	 sehingga	
memperlancar	 pembangunan	 nasional	 diperlukan	 anggaran	 dari	 pemerintah	 negara	
yang	 diperoleh	 dari	 pemungutan	 pajak	 daerah.	 Untuk	 itulah	 pemerintah	 terus	




pemungutan	 pajak	 kendaraan	 bermotor	 itu	 sendiri	 di	 lakukan	 di	 Kantor	 Bersama	
Samsat	 yang	 melibatkan	 tiga	 instansi	 pemerintah,	 yaitu:	 Dinas	 Pendapatan	 Daerah,	
Polisi	 Republik	 Indonesia,	 dan	 PT.	 (Persero)	 Asuransi	 Kerugian	 Jasa	 Raharja.	 Kantor	
Samsat	 sendiri	 didirikan	 di	 setiap	 kabupaten	 yang	 ada	 di	 Provinsi	 Sulawesi	 Selatan.	
Salah	 satunya	 berada	 di	 Kabupaten	 Maros,	 Dalam	 pelaksanaan	 pemungutan	 pajak	
kendaraan	 bermotor	 (PKB)	 di	 Kantor	 Samsat	 Maros	 sudah	 sesuai	 dengan	 standar	
pelayanan	 artinya	 tata	 cara	 dan	 prosedur	 pelayanannya	 sudah	 sesuai	 dengan	 garis	
kebijakan	pemerintah	yang	telah	ditetapkan.	Dapat	dilihat	dari	prosedur	standar	yang	




Dan	 proses	 pembayaran	 PKB,	 pengesahan	 STNK	 dapat	 diselesaikan	 dalam	 waktu	
kurang	dari	satu	jam	sejak	saat	pendaftaran.	Namun	dalam	proses	pemungutannya	itu	





















Maros	 sampai	 triwulan	 ketiga	 masih	 pada	 angka	 65%	 dari	 yang	 seharusnya	 di	
Triwulan	3	sudah	mencapai	angka	75%	.hal	ini	disebabkan	oleh	beberapa	factor	sesuai	
yang	di	ungkapkan	oleh	Sukur	selaku	Kepala	UPT	Pendapatan	Maros.	“Pada	dasarnya	
pelayanan	penerimaan	pajak	 kendaraan	bermotor	 di	maros	 sudah	dilakukan	dengan	
sebaik	 baik	 dan	 semaksimal	 mungkin,	 namun	 ada	 beberapa	 kendala	 yang	 bias	
mempengaruhi	 kurang	optimalnya	penerimaan.	 Pertama	ada	beberapa	kecamatan	di	
kabupaten	maros	yang	letak	nya	jauh	dari	kantor	samsat	dan	gerai	gerai	samsat	seperti	
daerah	 camba	 dan	mallawa	 serta	 bontoa	 di	 perbatasan	 pangkep.	 Yang	 kedua	masih	
kurang	nya	kesadaran	masyarakat	 kabupaten	maros	dalam	melaksanakan	kewajiban	
pembayaran	 pajak	 kendaraannya,	 yang	 selanjutnya	 target	 yang	 ditetapakan	 semakin	




pendapatan	 wilayah	 Maros	 ‘’Sebenarnya	 kami	 di	 sini	 sudah	 sangat	 maksimal	 dalam	
memberikan	 pelayanan	 di	 tambah	 beberapa	 gerai	 baru	 juga	 sudah	 di	
tambahkan.Namun	 dalam	 kondisi	 seperti	 sekarang	 masyarakat	 juga	 kurang	 peduli	
terhadap	 kewajiban	 pembayaran	 pajak	 kendaraannya.	 Sampai	 saat	 ini	 persentasi	
penerimaan	PKB	di	samsat	maros	masih	di	angka	65%	ini	masih	sangat	jauh	dari	target	
yang	 seharusnya	 ditriwulan	 3	 sudah	 berada	 pada	 posisi	 75	%	dan	 akan	 sangat	 sulit	
untuk	mencapai	100	di	akhir	tahun	‘’(Wawancara	tanggal	8	Oktober	2020).	
Hal	 ini	 diperkuat	 dari	 hasil	 pemaparan	 wawancara	 di	 atas	 faktor	 kurang	 pedulinya	
masyarakat	 Kabupaten	 Maros	 menjadi	 faktor	 utama	 sehingga	 kurang	 optimalnya	




mengefisienkan	 pemungutan	 pajak	 kendaraan	 	 bermotor	 di	 Kantor	 UPT	 Pendapatan	
Maros,	maka	penagihan	pajak	kendaraan	bermotor	 terhadap	wajib	pajak	harus	 lebih	
diefektivkan	 lagi.	 Selain	 faktor	 kepatuhan	 Masyarakat,	 faktor	 yang	 juga	 paling	
berpengaruh	gagalnya	merealisasikan	target	penerimaan	adalah	budaya	pegawai	yang	




Disiplin	 sangat	 diperlukan	 dalam	 mendukung	 lancarnya	 pelaksanaan	 pekerjaan	
padasuatu	 organisasi.	 Disiplin	 yang	 baik	 mencerminkan	 besarnya	 tanggung	 jawab	
seseorangt	erhadap	tugas	tugas	yang	diberikan	kepadanya.	Hal	 ini	mendorong	gairah	
kerja,	 semangat	 kerja,	 dan	 terwujudnya	 tujuan	 organisasi.	 Guna	mewujudkan	 tujuan	
organisasi	 yang	 harussegera	 dibangun	 dan	 ditegakkan	 adalah	 kedisiplinan	
pegawainya.	 Kedisiplinan	 merupakan	 kunci	 keberhasilan	 suatu	 organisasi	 dalam	
mencapai	 tujuan.	 Pada	 instansi	 pemerintah	 disiplin	 kerja	 merupakan	 modal	 yang	
penting	 yang	 harusdimiliki	 oleh	 Aparatur	 Sipil	 Negara	 (ASN),	 sebab	 menyangkut	
pemberian	pelayanan	publik.	
Menurut	 Arikunto	 (Saktiawan,	 2020)	 	 disiplin	 adalah	 kepatuhan	 seseorang	 dalam	
mengikuti	peraturan	atau	tata	tertib	karena	didorong	oleh	adanya	kesadaran	yang	ada	
pada	kata	hatinya	tanpa	adanya	paksaan	dari	pihak	luar.	menurut	(Putra,	2019)	dalam	
Wiyani	menyebutkan	 bahwa	 disiplin	 diartikan	 sebagai	 latihan	 untuk	mengendalikan	
diri,	karakter,	atau	kondisi	yang	tertib	dan	efisien.	
ASN	merupakan	unsur	utama	sumber	daya	manusia	aparatur	negara	yang	mempunyai	
peranan	 dalam	 menentukan	 keberhasilan	 penyelenggaraan	 pemerintahan	 dan	
pembangunan.	 ASN	 harus	 mempunyai	 sikap	 disiplin	 yang	 tinggi,	 kinerja	 yang	 baik	
serta	sikap	dan	perilakunya	yangpenuh	dengan	kesetiaan	dan	ketaatan	kepada	negara,	




mengabdi	 pada	 instansi	 pemerintah.	 Pegawai	 ASN	 terdiri	 dari	 PNS	 dan	 pegawai	
pemerintah	dengan	perjanjian	kerja,	yang	diangkat	oleh	pejabat	pembina	kepegawaian	
dan	 diserahi	 tugas	 dalam	 suatu	 jabatan	 pemerintahan,	 atau	 diserahi	 tugas	 negara	
lainnya,	 dan	 digaji	 berdasarkan	 peraturan	 perundang-undangan.	 Pegawai	 ASN	
berfungsi	 sebagai	 pelaksana	 kebijakan	 publik;	 pelayanan	 publik;	 serta	 perekat	 dan	
pemersatu	bangsa.	
ASN	sebagai	unsur	Aparatur	Negara	dalam	menjalankan	 roda	pemerintahan	dituntut	
untuk	 melaksanakan	 tugas,	 pokok	 dan	 fungsinya,	 serta	 menjunjung	 tinggi	 martabat	
dan	 citrakepegawaian	 demi	 kepentingan	 bangsa	 dan	 negara.	 Agar	 menjadi	 pegawai	
handal,	 profesional,	 dan	 bermoral,	 seorang	 ASN	 harus	 mampu	 memperbaiki	 sikap	
mental	disiplin	kerjadan	 termotivasi	untuk	meningkatan	efektifitas	kinerja.	Beberapa	
indikator	 yang	 harusditingkatkan	 antara	 lain	 meliputi	 pelaksanaan	 disiplin	 kerja	
dengan	 mematuhi	 dan	 menaatiperaturan	 disiplin	 dan	 disiplin	 kerja,	 rasa	 tanggung	
jawab	dalam	menyelesaikan	pekerjaan,	 serta	 produktivitas	 kerja	 yang	berdaya	 guna.	
Untuk	 mewujudkan	 ASN	 yang	 handal,	 profesional,	 dan	 bermoral	 tersebut,	
mutlakdiperlukan	 peraturan	 disiplin	 PNS	 yang	 dapat	 dijadikan	 pedoman	 dalam	
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menegakkan	 disiplin,	 sehingga	 dapat	 menjamin	 terpeliharanya	 tata	 tertib	 dan	
kelancaran	 pelaksanaan	 tugas	 sertadapat	 mendorong	 ASN	 untuk	 lebih	 produktif	
berdasarkan	sistem	karier	dan	sistem	prestasi	kerja.	
Menurut	 teori	 peran,	 seseorang	 memiliki	 peran	 tertentu	 misalnya	 sebagai	 ASN,	
mahasiswa,	 orang	 tua,	 dan	 lain	 sebagainya.	 Oleh	 karena	 itu,	 seseorang	 tersebut	
diharapkan	berperilaku	sesuai	dengan	peran	tersebut.	Hal	ini	diperkuat	oleh	(Prayudi	
et	al.,	2019)	konsep	peran	dengan	asumsi	awal	bahwa	orang-orang	merupakan	bagian	
integral	 dari	 posisi-	 posisi	 sosial	 tertentu	 yang	memegang	 ekspektasi	 atas	 perilaku-
perilaku	mereka	sendiri	dan	atas	perilaku-perilaku	orang	lain	di	sekitarnya.	
Peran	 pegawai	 UPT	 Maros	 sangat	 penting	 dalam	 pelayanan	 penerimaan	 pajak	
kendaraan	 bermotor	 apabila	 Pegawai	 berperan	 aktif	 maka	 penerimaan	 juga	 akan	
maksimal.	 Akan	 tetapi	 sebaliknya	 jika	 pegawai	 melaksanaka	 tugas	 dan	 peran	 yang	








Kamus	 Besar	 Bahasa	 Indonesia	 (KBBI),	 calo	 diartikan	 sebagai	orang	 yang	 menjadi	
perantara	 dan	 memberikan	 jasanya	 untuk	 menguruskan	 sesuatu	 berdasarkan	 upah;	
perantara;	 makelar.	 Sinonim	 kata	 calo	 adalah	 makelar,	 yang	 di	 dalam	 KBBI	





meminta	 pembayaran	 sejumlah	 uang	 yang	 tidak	 sesuai	 atau	 tidak	 berdasarkan	
peraturan	 yang	 berkaitan	 dengan	 pembayaran	 tersebut.	 Hal	 ini	 sering	 disamakan	
dengan	perbuatan	pemerasan,	penipuan	atau	korupsi.	
Munculnya	 perantara	 atau	 makelar	 disebabkan	 oleh	 situasi	 yang	 sulit	 "ditembus”.	
Dalam	bidang	bisnis,	situasi	yang	sulit	ditembus	adalah	hal	yang	wajar.	Misalnya,	saat	
seseorang	 ingin	 menjual	 sesuatu	 dan	 dia	 memiliki	 keterbatasan	 akses	 ke	 pasar,	
perantara	 atau	 calo	 bisa	 menjual	 jasanya	 untuk	 membantunya	 menembus	 pasar.	
Sebaliknya,	 dalam	 pelayanan	 publik,	 situasi	 yang	 sulit	 ditembus	 adalah	 tidak	 wajar.	
Karena	 pelayanan	 publik	 harus	 mudah	 diakses	 oleh	 siapa	 pun,	 tanpa	 memandang	
status	atau	identitas	personalnya.	
Samsat	 adalah	 tempat	 yang	 memang	 terkenal	 dengan	maraknya	 praktek	 pencaloan.	
Calo	 yang	 ada	 di	 samsat	 sangat	 gampang	 terlihat	 dan	 bahkan	 terang	 terangan	









merupakan	 kontribusi	wajib	 kepada	 daerah	 yang	 bersifat	memaksa,	 tidak	mendapat	
imbalan	 Daerah.	 Undang-undnag	 tersebut	 mengatur	 bahwa	 setiap	 daerah	 memiliki	
wewenang,	 kewajiban	 serta	 hak	mengurus	 sendiri	 daerahnya	 yang	 disebut	 otonomi	
daerah.	 Komponen	 utama	 pelaksanaan	 otonomi	 daerah	 adalah	 desentralisasi	 fiskal	





ini,	 bukan	 saja	 tidak	 perlu	 mengantri	 mereka	 hanya	 perlu	 menunggu	 telpon	 dari	
perantara.	Ini	sudah	menjadi	salah	satu	diskriminasi	dalam	pelayanan,	karena	sebagian	
besar	orang	masih	harus	menunggu	dan	mengantri,	 tetapi	dengan	menggunakan	 jasa	
perantara	 kita	 tidak	perlu	 lagi	menunggu	dan	mengantri.	 Salah	 seorang	 yang	datang	
membayar	 pajak	 kendaraan	 bermotor	 menggunakan	 perantara	 calon	 bahwa:	 “Saya	
menggunakan	 perantara	 agar	 cepat	 selesai	 dan	 tidak	 capek	 menunggu	 pengurusan	
STNK	tersebut,	dan	lagi	saya	mempunyai	jadwal	yang	cukup	padat	sehingga	saya	tidak	
sempat	 untuk	mengantri”	 ada	 juga	wajib	 pajak	 yang	mengaku	 resah	 dengan	 adanya	
calo	dan	mengatakan	bahwa:	‘’tadi	saya	di	persulit	 ,	katanya	kalau	bukan	atasnama	di	
STNK	 harus	 bawa	 BPKB	 nya	 ,	 tapi	 saya	 tidak	 bawa	 .	 taunya	 bayar	 pajak	 kan	 hanya	
bawa	STNK.	Kemudian	saya	di	tawari	oleh	salah	satu	pegawai	kalau	mau	di	bantu	bisa	
ji	dan	saya	 iyakan.	Tapi	 setelah	membayar	saya	 lihat	di	STNK	kalau	seharusnya	saya	
bayar	215	ribu	tapi	saya	di	mintaki	245	ribu’.	Namun	hal	ini	justru	dibantah	Oleh	Sukur	
yang	 mengatakan	 bahwa	 ketiga	 instansi	 yang	 ada	 di	 samsat	 sudah	 melakukan	
Komitmen	bebas	pungli	 jadi	 setiap	pegawai	di	 tekankan	untuk	 tidak	menerima	uang	




berpotensi	 menghilangkan	 kepercayaan	 masyarakat	 dan	 secara	 langsung	 akan	
berdampak	bagi	penerimaan	Pajak	Kendaraan	Bermotor.	
Reward	dan	Punishment	
Reward	 dan	 punishment	 merupakan	 bentuk	 metode	 dalam	 memotivasi	 tim	
(karyawan)	 untuk	 meningkatkan	 kinerja	 dan	 prestasinya.	 Reward	 sendiri	 artinya	
adalah	ganjaran,	hadiah,	penghargaan	atau	imbalan.	Perusahaan	memberikan	Reward	
sebagai	bentuk	Recognition	(pengakuan)	yang	dipublikasikan	untuk	memacu	tim	yang	
lainnya.	 Dalam	 konsep	 manajemen,	 reward	 merupakan	 salah	 satu	 alat	 untuk	
peningkatan	motivasi	para	pegawai.		
Thompson	 menekankan	 bahwa	 reward	 tidak	 hanya	 mencakup	 unsur	 kuantitatif	
seperti	gaji,	upah	dan	 lain	 lain,	 tetapi	 juga	unsur	 lainnya	yang	berwujud	bukan	uang,	
seperti	 kesempatan	 untuk	 melaksanakan	 tanggung	 jawab	 yang	 lebih	 besar,	 peluang	
karir,	 kesempatan	 untuk	 belajar	 dan	 berkembang,	 kualitas	 kehidupan	 yang	 layak	
dalam	organisasi	dan	lain-lain	(Indah	et	al.,	2019).	
Metode	 menstimulus	 tim	 untuk	 melakukan	 suatu	 perbuatan	 yang	 positif	 secara	
berulang-ulang.	 Selain	 motivasi,	 reward	 juga	 bertujuan	 untuk	 memperbaiki	 atau	
meningkatkan	 prestasi	 yang	 telah	 dapat	 dicapai.	 Sementara	 punishment	 diartikan	




adalah	 untuk	 memperbaiki	 diri	 ke	 arah	 yang	 lebih	 baik.	 Tapi	 sayangnya,	 banyak	
perusahaan	 belum	 sepenuhnya	 dapat	 menerapkan	 reward	 dan	 punishment	 secara	
utuh.	 Termasuk	 juga	 instansi	 pemerintahan	 seperti	 Samsat.	 Jika	 Punishment	
menghasilkan	 efek	 jera,	 maka	 Reward	 akan	 menghasilkan	 efek	 sebaliknya	 yaitu	
ketauladanan,	 untuk	 membuat	 Reward	 dan	 Punishment	 dapat	 berjalan	 denga	 baik	
diperlukan	 nya	 konsistensi	 yang	 dapat	 menjamin	 bahwa	 reward	 yang	 diberikan	
haruslah	bersifat	konkrit	bulu.	
Pegawai	 Kantor	 Samsat	 Maros	 menerima	 Gaji	 Pokok	 yang	 diterima	 setiap	 bulannya	
namun	 ada	 reward	 yang	 di	 dapatkan	 berupa	 insentif	 yang	 di	 terima	 tiap	 bulan	 nya	
apabila	mampu	merealisasikan	target	penerimaan	yang	di	tetapkan.	Hal	ini	diharapkan	
agar	pegawai	bekerja	secara	baik	sehingga	berpengaruh	terhadap	semangat	kerjanya.	
Seperti	 yang	 dikatakan	 Oleh	 Sukur	 Kepala	 UPT	 Samsat	 Maros:	 ‘’ibarat	 nya	 memang	
kami	 di	 bapenda	 adalah	 pencari	 uangnya	 provinsi,	 jadi	 sudah	 sewajarnya	 kami	
menerima	imbalan	atas	kerja	kami,	dengan	harapan	pegawai	yang	tadi	nya	malas	bisa	
menjadi	 rajin	 dan	 bisa	 berperan	 aktif	 dalam	 penerimaan	 pajak	 kendaraan	 bermotor	
khusunya	 di	 kabupaten	 Maros’’	 (wawancara	 pada	 tanggal	 9	 Februari	 2021)	 adapun	
besar	 penerimaan	 insentif	 bagi	 pegawai	 secara	 garis	 besarnya	 disampaikan	 Oleh	
Rahmatia	yang	mengatakan	bahwa:‘’Iya	untuk	insentif	sendiri	cukup	lumayan,	insentif	
ini	 di	 terima	 setiap	 triwulan	 jadi	 bisa	 4	 kali	 dalam	 setahun	 kita	 terima	 insentif	 ,	
jumlahnya	 berbeda	 setiap	 pegawai	 berdasarkan	 jabatan	 nya.	 Kalau	 kita	 yang	 staf	
terima	 30	 sampai	 40	 juta	 rupiah	 pertriwulan	 tapi	 itu	 juga	masih	 ada	 potongan	 nya’’	
(wawancara	pada	tanggal	9	Februari	2021).	
Berdasarkan	 hasil	 wawancara	 di	 atas,	 pemberian	 reward	 dalam	 bentuk	 insentif	 ke	
pegawai	 di	 harapkan	 mampu	 meningkatkan	 kinerja	 pegawai	 dalam	 upaya	
memaksimalkan	 penerimaan	 pajak	 kendaraan	 bermotor	 di	 kantor	 UPT	 Pendapatan	
Maros.	Namun	Pada	 faktanya	 	 dengan	 reward	yang	diberikan	 tidak	menjadi	 jaminan	
bagi	 pegawai	 untuk	 bekerja	 dengan	 disiplin.	 Terhadap	 pegawai	 yang	 tidak	 disiplin	
lemahnya	 punishment	 atau	 saksi	 menjadi	 hal	 yang	 mengakibatkan	 pegawai	 dengan	
enak	dan	santai	nya	melakukan	tindakan	indisipliner	.	sanksi	yang	biasanya	di	berikan	
oleh	 pimpinan	 adalah	 teguran	 kecil	 secara	 lisan	 dan	 belum	 ada	 tidakan	 seperti	
pemotongan	insentif	atau	TPP.		
KESIMPULAN	
Beradasarkan	 hasil	 penelitian	 di	 atas	 bahwa	 yang	 menjadi	 salah	 satu	 faktor	
mengakibatkan	tidak	 tercapainya	 target	penerimaan	pajak	kendaraan	bermotor	pada	
samsat	maros	 adalah	 budaya	 birokrasi	 kinerja	 pegawai	 yang	 tidak	 baik	 diantaranya;	
pegawai	 yang	 tidak	 disiplin,	maraknya	 pencaloan	 dan	 reward	 dan	 punishment	 yang	
tidak	berjalan	baik.	Hal	ini	disebabkan	oleh	pegawai	samsat	Maros	seringnya	pegawai	
datang	 terlambat	 dan	 tidak	 menguasai	 pekerjaan	 yang	 menjadi	 tufoksi.	 Hilangnya	
kepercayaan	 masyarakat	 dalam	 pelayanan	 pembayaran	 pajak	 kendaraan	 bermotor	
adalah	 praktik	 pencaloan	 yang	 banyak	 di	 samsat	 bahkan	 dilakukan	 oleh	 pegawai	
Samsat	 sendiri.	 Dengan	 adanya	 Reward	 yang	 diberikan	 oleh	 Pemerintah	 tidak	 serta	
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